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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1: Foto-foto Pendukung 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rumah warga To Cerekang 

Sumber: Dokumentasi pribadi 

Sumber: Dokumentasi pribadi 

Sumber: Dokumentasi pribadi 

Pemukiman To Cerekang di tepi 

jalan Poros Palopo-Malili 

Sumber: Dokumentasi pribadi 

Jembatan Sungai Cerekang 

Rumah warga di tepi sungai 

Cerekang 
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Papan Informasi Kawasan Hutan 

Adat Cerekang 

Sumber: Dokumentasi pribadi 

Sumber: Dokumentasi pribadi 

Kawasan Pensimoni di tepi kiri jalan 

Poros Palopo-Malili 

Pensimoni (Hutan Adat Cerekang) 

Sumber: Dokumentasi pribadi 

Sumber: Dokumentasi pribadi 

Mushalah di Dusun Cerekang 
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Sumber: Dokumentasi pribadi Sumber: Dokumentasi pribadi 

Kawasan  Hutan Adat Cerekang 

Sumber: Dokumentasi pribadi Sumber: Dokumentasi pribadi 

Plang batas kawasan hutan adat 

Cerekang 

Pepohonan lebat hutan adat 

Cerekang 

Hulu sungai Cerekang dengan vegetasi 

sempadan sungai yang terjaga  
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Peneliti ditemani warga melihat 

kondisi hulu sungai 

Sumber: Dokumentasi pribadi 

Sungai Cerekang saat pasang 

Anak-anak tampak membersihkan 

sampah (ranting pohon)  

Sumber: Dokumentasi pribadi 

Sumber: Dokumentasi pribadi Sumber: Dokumentasi pribadi 

Sungai Cerekang saat surut 
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Sumber: Dokumentasi pribadi 

Suasana sungai Cerekang di pagi 

hari 

Sumber: Dokumentasi pribadi 

 

 

Seorang warga membersihkan 

sampah yang tersangkut di  

perahu 

Anak-anak mandi di sungai 

Cerekang 

Sumber: Dokumentasi pribadi 

Sumber: Dokumentasi pribadi 

 

 

Menikmati suasana pagi di tepi 

sungai Cerekang 
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Sumber: Dokumentasi pribadi 

 

 

Baruga tempat warga berkumpul  Alat tangkap nelayan di bawah 

jembatan 

Sumber: Dokumentasi pribadi 

 

 

Sumber: Dokumentasi pribadi 

 

 

Seorang warga menyandarkan 

perahu sepulang dari empang 

Sekretariat pejuang muda WTC 

Sumber: Dokumentasi pribadi 
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Sumber: Dokumentasi pribadi 

 

 

Warga Cerekang yang menjual ikan 

 

 

Sumber: Dokumentasi pribadi 

 

 

Peneliti saat wawancara dengan 

informan 

 

 

Sumber: Dokumentasi pribadi 

 

 

Peneliti saat wawancara dengan 

informan 

 

 

Sumber: Dokumentasi pribadi 

 

 

Peneliti saat wawancara dengan 

informan 
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  Peneliti saat wawancara dengan 

informan 

 

 

Sumber: Dokumentasi pribadi 

 

 

Sumber: Dokumentasi pribadi 

 

 

Peneliti saat wawancara dengan 

Ketua Adat

 

 

 

 Peneliti saat wawancara dengan informan 

 

Peneliti saat wawancara dengan 

informan 

 

 

Peneliti saat wawancara dengan 

informan 

 

 

Sumber: Dokumentasi pribadi 

 

 

Sumber: Dokumentasi pribadi 
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  Pemasangan plang batas hutan 

adat Cerekang 

 

 

Pemasangan plang batas hutan 

adat Cerekang 

 

 

Sumber: Suara Komunitas Pejuang 

Muda Wija To Cerekang (WTC) 

 

 

Sumber: Suara Komunitas Pejuang 

Muda Wija To Cerekang (WTC) 

 

 

Pemasangan plang batas hutan 

adat Cerekang 

 

 

Patroli kawasan hutan adat 

Cerekang 

 

 

Sumber: Suara Komunitas Pejuang 

Muda Wija To Cerekang (WTC) 

 

 

Sumber: Suara Komunitas 

Pejuang Muda Wija To 

Cerekang (WTC) 
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Lampiran 2: SK Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal Masyarakat 

Hukum  Adat To Cerekang 

                        

BUPATI LUWU TIMUR 

PROVINSI SULAWESI 

SELATAN 

KEPUTUSAN BUPATI LUWU 

TIMUR NOMOR 286 /X/TAHUN 

2019 

TENTANG PENGAKUAN 

DAN PERLINDUNGAN 

KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT HUKUM 
ADAT TO CEREKENG 

 

BUPATI LUWU TIMUR, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 

P.34/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017

 

tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal dalam 

Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, perlu 

menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengakuan dan 

Perlindungan Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat To 

Cerekeng; 

Mengingat  :  1.  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960   tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria (Lembaran  Negara Republik 

Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang 

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 

Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419); 

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang 
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Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan 

Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi 

Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4270); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5059); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua 

6. Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.34/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017 

tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan 

Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan 

Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 801); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur nomor 7 

Tahun 2011 tentang Rencana tata Ruang Wilayah 

Kabupaten Luwu Timur 2011-2031 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 

7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu 

Timur Nomor 38); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 

Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten 

Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 

84); 

10. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 
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256/VIII/Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim 

Inventarisasi, Verifikasi dan Validasi Kearifan Lokal 

Masyarakat Hukum Adat To Cerekeng. 

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Inventarisasi Kearifan Lokal  Masyarakat 

Hukum Adat To Cerekeng Terkait Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 

660/711/DLH/VIII/2019, tanggal 24 Agustus 2019. 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGAKUAN DAN 

PERLINDUNGAN KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT 

HUKUM ADAT TO CEREKENG. 

KESATU  :  Mengakui  dan  Melindungi  Kearifan  Lokal   Masyarakat Hukum 

Adat To Cerekeng yang terletak di Desa Manurung 

Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur; 

KEDUA : Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat To Cerekeng 

sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu memiliki 

luas wilayah 679,407 Ha, yang terdiri dari: 

a. hutan Lindung 347,281 Ha; 

b. hutan Produksi Terbatas 139,420 Ha; 

c. hutan Produksi 39,078 Ha; dan 

d. areal penggunaan lain 153,628 Ha. 

KETIGA  :  Wilayah  Kearifan  Lokal  Masyarakat  Hukum  Adat   To 

Cerekeng sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, 

meliputi: 

a. Bulu Pinsimaoni; 

b. Padang Annungnge; 

c. Kasoso’e, Bulu Mangkulili; 

d. Beru’e, 

e. Aggattungeng Ance’e; 

f. Ujung Tanae; 

g. Tomba; 

h. Lengkong; dan 

i. Turungeng Appancangengnge. 

KEEMPAT : Wilayah  Kearifan  Lokal  Masyarakat  Hukum  Adat  To 

Cerekeng sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu 

dan Diktum Kedua digambarkan dalam peta wilayah 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan 

Bupati ini; 
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KELIMA : Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat To  Cerekang 

sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu memiliki 

sumber daya genetik, dengan daftar sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini; 

KEENAM  :  Pengampu  dan  Pengakses  Kearifan  Lokal   Masyarakat 

Hukum Adat To Cerekang sebagaimana dimaksud 

dalam Diktum Kesatu, memiliki hak dan kewajiban 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang 

merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan 

Bupati ini; 

KETUJUH :  Pengelolaan,  perlindungan  dan  penyelesaian  sengketa 

wilayah Kearifan Lokal sebagaimana dimaksud dalam 

Diktum Kedua, diselenggarakan berdasarkan Kearifan 

Lokal Masyarakat Hukum Adat To Cerekeng dengan 

memperhatikan prinsip keadilan sosial, kesetaraan 

gender, hak asasi manusia dan kelestarian lingkungan 

hidup; 

KEDELAPAN : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan 

pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada 

Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) 

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Tahun 

Anggaran berjalan serta sumber pendapatan lainnya 

yang sah dan tidak mengikat; 

KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

ditetapkan. 

 
 

Ditetapkan di Malili 

pada tanggal 11 Oktober 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



154 
 

LAMPIRAN I 

KEPUTUSAN BUPATI 

LUWU TIMUR NOMOR 286 

/ X /TAHUN 2019 TENTANG 

PENGAKUAN DAN 

PERLINDUNGAN KEARIFAN LOKAL 

MASYARAKAT HUKUM ADAT TO 

CEREKENG. 

PETA WILAYAH KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT HUKUM ADAT TO 

CEREKENG 
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LAMPIRAN II 

KEPUTUSAN BUPATI LUWU 

TIMUR NOMOR 286 / X

 /TAHUN 2019 

TENTANG 

PENGAKUAN DAN 

PERLINDUNGAN KEARIFAN LOKAL 

MASYARAKAT HUKUM ADAT TO 

CEREKENG. 

DAFTAR SUMBER DAYA GENETIK DALAM WILAYAH KEARIFAN 

LOKAL MASYARAKAT HUKUM ADAT TO CEREKENG 

Daftar Sumber Daya Genetik Masyarakat Hukum Adat To Cerekeng yakni 

kekayaanhayati yang meliputi: 

a. Jenis-jenis flora yang dilindungi, yakni: 

 Kayu Eboni(Diospyroscelebica) 

 Kayu Bitti (VitexGofassa) 

 Kayu Nato (Palaquiumsp) 

 Kayu Kalapi (KalapiaCelebica) 

 Kayu Angin (Casuarinasp) 

 Kayu Meranti (Shoreasp) 

 Bintagur (Calophyllumsoulatri) 

 Kayu ponto (litsea firma) 

 Tapi-tapi (Santirialaevigata) 

 Kayu kenari (Canariumasperum) 

 Kayu Bakau (Rhizophorasp) 

 Kayu Api-api (Avicenna sp) 

 Kayu Mata Kucing 

 Kayu Polo Nangka 

 Kayu ampanga/sipate 

 Kayu bulling 

 Kayu Uru 

 Kayu Mara Coppo 

 Kayu anyurung 

 Kayu pui-pui 

 Kayu bunga-bunga 
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 Kayu Sandru 

 Kayu Bakata 

 Kayu Jampu-jampu 

 Kayu Saling-saling 

 Kayu Padada 

 Kayu Dengeng 

 Kayu Cempedak 

 Anggrek hutan 

 Akar kuning 

 Sukun 

 Pangi (Kaloa) 

 Bajo 

 Enau (Aren) 

 Lappio (Pakis Besar) 

 Rotan 

 
b. Jenis-jenis fauna yang dilindungi 

 Burung Alo (Rangkong) 

 Burung picing/cicing 

 Burung langkang (Elang) 

 Burung Cakkuridi 

 Burung Balingtoto 

 Ayam Hutan (Manu Lappung) 

 Babi hutan 

 Ular piton 

 Ular Daun 

 Ular Hitam 

 Lebah hutan madu 

 Buaya muara 

 Kokoci (Burung Hantu) 

 Dangnga (Burung Kakatua) 
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 LAMPIRAN III 

KEPUTUSAN BUPATI LUWU 

TIMUR NOMOR 286 / X

 /TAHUN 2019 

TENTANG 

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN 

KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT 

HUKUM ADAT TO CEREKENG. 

HAK DAN KEWAJIBAN PENGAMPU DAN 

PENGAKSES KEARIFAN LOKAL TO 

CEREKENG 

 
I. Hak Pengampu Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat To Cerekeng 

meliputi: 

a. Memanfaatkan dan menggunakan pengetahuan Kearifan Lokal 

Masyarakat Hukum Adat To Cerekeng dalam pengelolaan dan 

perlindungan wilayah Kearifan Lokal dalam pemanfaatan Sumber 

Daya Genetik dan mendapat keuntungan baik secara moneter 

maupun non moneter atas pemanfaatan Kearifan Lokal, baik pada 

pengetahuan genetic maupun turunannya; 

b. Mengekspresikan Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat To 

Cerekeng baik didalam maupun diluar wilayah Kearifan Lokal; 

c. Menolak atau menerima permohonan akses melalui PADIA 

(Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal); 

d. Mendapat perlakuan yang adil dan seimbang dalam PADIA 

(Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal); 

e. Memperoleh kesempatan dalam kegiatan peningkatan kapasitas 

dan penguatan kelembagaan masyarakat; 

f. Mendapat perlindungan dari gangguan kerusakan dan pencemaran 

lingkungan hidup dan sumberdaya alam; 

g. Mengajukan keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan 
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yang berpotensi menimbulkan dampak negative terhadap 

lingkungan hidup, sumberdaya alam, religi, politik, keamanan, 

ekonomi, social dan budaya; 

h. Melakukan pelaporandan pengaduan akibat dugaan pencemaran 

dan/atau perusakan lingkungan hidup dan sumberdaya alam; 

i. Mendapat perlindungandan pemberdayaan terhadap Kearifan Lokal 

dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan 

sumberdaya alam; dan/atau 

j. Mengajukan gugatan atas wanprestasi atau pelanggaran terhadap 

kesepakatan Bersama antara Pengampu dan Pengakses Kearifan 

lokal. 

II. Kewajiban Pengampu Kearifan Lokal meliputi : 

a. memelihara, mengembangkan dan mempraktikkan Kearifan Lokal 

Masyarakat Hukum Adat To Cerekeng dan pengetahuan tradisional 

untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber 

daya alam secara lestari; dan 

b. mewariskan nilai-nilai luhur Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat 

To Cerekeng dan pengetahuan tradisional dalam perlindungan dan 

pengelolaan sumber daya alam kepada generasi berikutnya. 

III. Dalam hal pengampu mengembangkan Kearifan Lokal Masyarakat 

Hukum Adat To Cerekeng, Pengampu menginformasikan kepada 

Pemerintah Daerah. 

IV. Pengakses Kearifan Lokal berhak untuk memperoleh keuntungan 

financial dan non financial sebagaimana ditentukan dalam kesepakatan 

Bersama dari pemanfaatan Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat To 

Cerekeng dengan cara yang benar, terbuka, adil, seimbang, 

keberlanjutan, dan penghormatan kepada Masyarakat Hukum Adat 

atau masyarakat setempat. 

V. Kewajiban Pengakses Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat To 

Cerekeng meliputi : 

a. Melakukan pemberitahuan kepada Pemerintah dan/atau 

pemerintah daerah sesuai kewenangannya; 

b. melakukan PADIA (Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal ) dan 

kesepakatan bersama dengan Pengampu KearifanLokal; 

c. mematuhi protocol komunitas Pengampu KearifanLokal; 

d. membagi keuntungan sesuai dengankesepakatanbersama; 

e. memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta 

mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 

dan sumberdaya alam; 
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f. melindungi Kearifan Lokal yang bersifat generic dengan tidak 

mematenkannya; 

g. meminta persetujuan dan kesepakatan dari Pengampu Kearifan 

Lokal jika mematenkan turunan dari Kearifan Lokal; dan 

h. melaporkan hasil turunan Kearifan Lokal kepada Pemerintah Pusat 

dan Daerah. 

VI. Dalam hal mengakses dan memanfaatkan turunan Kearifan Lokal 

Masyarakat Hukum Adat To Cerekeng sebagai dasar temuan untuk 

paten, Pengakses wajib memberikan pembagian keuntungan yang adil 

dan seimbang kepada pengampu sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 
 

 


